jat

TENTANG

N INSENTIF ATAS PENCAPAlA
BANGUNAN (PBB) SEKTOR L‘ET ARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN

RKOTAA

Ol KABUPATEN BNy g " WEDESAAN

BUPATI BANYUMAS

. bahwa ber
dasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 200 .
Pemerintahoptentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara
e usa.t dan Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang
apat  mencapai/melampauj target penerimaan PBB sektor

Perkotaan/Pedesaan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan
penghargaan berupa insentif sebesar 35%
Pemerintah Pusat.

dari alokasi bagian.

. bahwa Penghargaan atas Pencapaian target PBB tersebut yang

berupa insentif perlu diefektifkan penggunaannya  untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan
PBB.

. bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan

Peraturan Bupati.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3569);



Jenetapkan

; Undang-undang Nomg

; Undang-undang meor 33
K

.
Lembara, 0 Tahup o4

4 tenta .
ar Ng Pe
Lembaran Negars g 3 Tahyp, 20 merintahan

dengan U Omor 443 sO: o iy
9 ndang~undang Nomor g ®%3gaimang tg|qp diubah
Tahun 2005 NOmOI’ Tahun 2005 (

08
4548); + Tambahap, Lembar

Daerah (

Lembaran Negara

an Negara Nomor

Tahun 2004 4

€uangan antyrg Peme €ntang Perimbangan

rintah p
(Lembaran Negg, Usat dan

Tahun 2004
mor 4438)

Pemerintahan Daerah

Lembaran Negara N Nomor 126 Tambahan

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN INSENTIF ATAS
PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN
BANYUMAS.

Pasal 1

kasi pembagian hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat yang diberikan kepada

Ui Kabupaten Banyumas dibagi menjadi :

i [ bagian
() Dang yang dibagi rata, merupakan pendapatan daerah yaitu berupa penerimaan bag

" Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten Banyumas ;

na realisasi
QHnsenm' Mmerupakan insentif kepada Daerah Kabupaten Banyumas, yang kare

[ mpaui rencana
penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan telah mencapai/melamp

Denerimaan yang telah ditetapkan.



Pasa| »
a5 penerimaan target Penerimag,

: 1 P
pedesaan di Kabupaten Bany ajak By,

dan Im

dan Bangunan (PBB) Sektor

as ggq
bagalmana dimaksud ¢

alam Pasal 1
$ Penagihan Tunggakar,

Kelurahan yang telah

i aim
any2 psentif sebagaimana dalam Paga adalah sebagaj perik
e erikut :

' ati s€|a
;, Bup

ku penasehat sebesar 37 o,

A gupati selaku Pembina sebesar 299

.

s Daerah selaku Ketua Tim P
:, gekretd 0 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten
sebesar2-9 o ’

| pster Administrasi Sekda selaku Wakil Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
ngkat Kabupaten sebesar 2,1 % .

; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaky Ketua Tim Teknis Penagihan PBB
Tingkat Kabupaten sebesar 2,6 %,

. Kepala Bidang Pendapatan dan Aset Selaku Wakil Ketua | Tim Teknis Penagihan PBB
Tingkat Kabupaten sebesar 2,1 %.

1. Kepala Subbid Bina Pendapatan selaku Wakil Ketua Il Tim Teknis Penagihan PBB Tingkat

Kabupaten sebesar 1,6 %.

, Kabag TU dan Para Kabid BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 4,8 %.
| Para Kasubbid dan Kasubbag BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 7,9 %.

| Para Staf BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 37,85 %

. Para Camat beserta Petugas Pengelola PBB Tingkat Kecamatan sebesar 4,68 %

| Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang lunas PBB selaku penanggungjawab Tingkat

0/.-
Desa/Kelurahan beserta petugas pemungut PBB Desa/Kelurahan sebesar 15,32 %,

M. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas selaku Anggota Tim Intensifikasi dan

Ekstensiﬁkasi PBB sebesar 1%

abupaten Banyumas selaku Angota Tim

) Agi
Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda K
e 0
IMensifikas; dan Ekstensifikasi PBB sebesar 0,8 %



sda selaku anggota 1
awas( 4aota Tim 1y,
ONSifikag

N Hukum Se SHdan )
: r pa qmn tda Kﬂl)u'm'm‘ ”“ 'N!fl".qq, im
K 8l PRB sebesar 1o NYuma 88 Sehasar |,
i mﬁ""‘“ o LT f
W A Titn Intara
{ qu""‘ PQ"“'(‘.S S(\i(’“ K‘“ Itar ﬂ’lva A tlan
' Npal
i L8]] ’
."d Jahan Desa/Kelurahan sebogay 1o, : “'"‘Vllm:m 86lak
q"“( R LS H | 1) ‘)""" &
o . . ina  lathadag,
rata Pemerintahan - Seyqy
Aald Kaby
m“ Paten
‘ \ Desa/Kelurah anyu
"m “h 1 an SebeSar 10/0 ymas. SQ',’_]kU permbina tarhada,
; irhi:

, PBB
rerto selaku Anggota Tim Teknis Penagihan ge, Yag berkedudukan o) kp ppp
Sebesar 575,

Pasal 4
uatu yang menyangkut
\-u 13 S€S pemblayaan sehubun
bebanka” pada biaya Insentif atag Pencapaia
n
o528 yang dibebankan dalam APBD Kabupaten B4

gan dengan pelaksanaan Peraturan
Target PBB Sektor Perkotaan dan
nyumas.

Pasal 5

senga" perlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tah
6 tentang Pembagian Insentif atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumuad::
cgrgunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Sektor Pedesaan Tahun 2004 di Kabupaten
2nyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

seraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

t mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

\gar setiap orang dapa
m Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

&ngan penempatannya dala

Ditetapkan di Purwokerto
Padatanggal 24 K0P 2006
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